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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Sengketa pewarisan dapat terjadi karena adanya ketidakadilan dalam 

pembagian harta warisan dari Pewaris kepada para ahli warisnya. Meskipun 

telah disepakati adanya pembagian warisan pada waktu Pewaris masih hidup, 

dan setelah Pewaris meninggal dunia, harta warisan yang seharusnya telah 

dibagi secara adil dapat menjadi tidak adil bagi para ahli warisnya, karena 

selain membagi harta warisan kepada para ahli warisnya, Pewaris dapat saja 

memberikan harta warisan kepada orang lain melalui hibah / testament 

maupun melalui penunjukan. 

2. Penyelesaian sengketa pewarisan bagi WNI etnis Tionghoa adalah melalui 

ketentuan yang berlaku, sesuai dengan peraturan yang memberlakukan BW / 

KUHPerdata sebagai dasar dari pemecahan sengketa pewarisan yang 

menggunakan Hukum Waris Barat (ab-intestato). Selain itu juga harus 

melihat penggunaan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan 

masalah pewarisan, misalnya mengenai kewarganegaraan baik Pewaris 

maupun ahli waris dan obyek sengketa yang dipersengketakan. 

3. Hukum pembuktian yang diterapkan oleh Hakim dalam penyelesaian sengketa 

warisan bagi WNI etnis Tionghoa menurut Hukum Waris Barat adalah hukum 

pembuktian perdata, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam BW / 
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KUHPerdata, serta memperhatikan Pasal 1866 KUHPerdata yang mengatur 

mengenai alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, yang akan 

digunakan dalam pembuktian di Pengadilan oleh Hakim. 

B. Saran

Dari kasus yang telah disampaikan, dapat dilihat pengajuan gugatan ke 

Pengadilan menganai kasus / sengketa warisan dengan menggunakan BW / 

KUHPerdata sebagai dasar hukumnya, Hakim kurang cermat di dalam memutus 

atau menyelesaikannya. Pertimbangan Hakim haruslah adil, baik terhadap pihak 

Penggugat maupun Tergugat dalam persidangan, serta harus sesuai dengan 

konsistensi Hakim yang memberikan putusan yang adil. Putusan yang sah yang 

telah dinyatakan oleh Hakim tidak boleh bertentangan dengan kenyataan yang 

sebenarnya. Dalam kasus tersebut dikatakan bahwa baik Penggugat maupun 

Tergugat I adalah merupakan ahli waris yang sah menurut Undang-Undang, 

namun pada akhirnya obyek sengketa hanya jatuh kepada 1 pihak saja, yaitu 

pihak Tergugat I sebagai ahli waris dan pemilik yang sah dari obyek sengketa 

berupa rumah tanah tersebut, tanpa mempertimbangkan bukti-bukti atau hal-hal 

lainnya dari pihak Penggugat, yang sebenarmya juga memiliki hak untuk 

mengusasi obyek sengketa. Hakim dalam memutus serta menyelesaikan suatu 

sengketa di Pengadilan, khususnya sengketa waris harus memperhatikan 

pertimbangan dan bukti-bukti dari kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat). 
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